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Keberadaan lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga
independen dalam pelanggaran HAM di Indonesia merupakan salah satu upaya
untuk memastikan kehadiran negara untuk memberikan perlindungan secara
optimal bagi seluruh warga negaranya. Masih terjadinya pelanggaran dan
perampasan hak asasi manusia yang masih sering terjadi menjadi salah satu
permasalahan yang perlu diperhatikan. Penegakan HAM dilakukan karena pada
dasarnya hak asasi manusia adalah ukuran tertinggi bagi keberhasilan
pembangunan suatu negara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana keberadaan
lembaga Komnas HAM berdasarkan ke-independensiannya? 2) Bagaimana
keberadaan Komnas HAM sebagai lembaga independen di Indonesia, Malaysia
dan Thailand? 3) Bagaimana keberadaan lembaga Komnas HAM sebagai
lembaga independen di Indonesia dalam perspektif figih siyasah dan hukum
positif?

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum
yang menggunakan bahan pustaka sehingga juga biasa disebut peneliti hukum
kepustakaan (Library Research). Sedangkan metode analisis data yang
digunakan yakni menggunakan deskriptif analisis mendeskripsikan dan
menginterpretasikan data yang ditemukan dalam beberapa buku, jurnal, laporan
tahunan, maupun perundangan yang telahdidapat melalui studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sebagai lembaga independen,
Komnas HAM mempunyai kedudukan yang beragam jika dililhat dari beberapa
sudut pandang pertama, dari sudut pandang Keppres No. 50 Tahun 1993, kedua,
dari sudut pandang TAP MPR No. XII/MPR/1998, ketiga, berdasarkan UU No.
39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan yang terakhir dari sudut pandang yang
dipertegas dalam Pasal 1 Angka 7 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM. 2)
Keberadaan lembaga independen sebagai lembaga pembantu yang bersifat
mandiri diantaranya SUHAKAM lembaga milik Malaysia, NHRCT lembaga
milik Thailand dan Komnas HAM lembaga milik Indonesia yang secara garis
besar kedudukannya sama — sama berada dibawah Kepala Negara/Kerajaan
dan/atau parlemen. 3) Berdasarkan perspektif figih siyasah dan hukum positif
yang saling berkaitan dalam hukum di Indonesia keberadaan lembaga Komnas
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HAM dikatakan sudahsesuai dan dapat di dukung dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya, karna tidak luput dalam tujuan utamanya yakni menjunjung hak
— hak setiap manusia tanpa terkecuali.
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The existence of the National Commission on Human Rights as an
independent institution in the promotion of human rights in Indonesia is oneeffort
to ensure the state's presence in providing optimal protection for all its citizens.
The ongoing occurrences of violations and infringements of human rights that
still frequently happen remain a critical issue that needs attention. The
enforcement of human rights is carried out because fundamentally, human rights
serve as the highest standard for the success ofa nation's development.

The research problem in this study can be summarized as follows:
1) How is the existence of the Komnas HAM institution based on its
independence? 2) How doesthe existence of Komnas HAM as an independent
institution compare in Indonesia, Malaysia, and Thailand? 3) How does the
presence of Komnas HAM as an independent institution in Indonesia align with
the perspectivesof figih siyasah and positive law?

The research employed is juridical normative or legal research utilizing
bibliographic materials, often referred to as library research. The data analysis
method utilized is descriptive analysis, aiming to describe andinterpret data found
in various books, journals, annual reports, and legal documents obtained through
literature review.

The research findings indicate that: 1) As an independent institution,
Komnas HAM has varied standings when viewed from different perspectives:
first, based on Presidential Decree No. 50 of 1993, second, from the viewpoint of
People's Consultative Assembly Decree No. XII/MPR/1998, third, according to
Law No. 39 of 1999 on Human Rights and Law No. 26 of 2000 on Human
Rights Courts, and finally, from the perspective emphasized in Article 1 Number
7 of Law No. 39 of 1999 on Human Rights. 2) The existence of independent
institutions as autonomous assisting bodies, such as SUHAKAM in Malaysia,
NHRCT in Thailand, and Komnas HAM in Indonesia, generally shares a similar
position under the Head of State/Government and/or parliament. 3) From the
interconnected perspectives of figih siyasah and positive law in Indonesia, the
presence of Komnas HAM is considered appropriate and supportable in carrying
out its tasks and authorities, aligning with its primary goal of upholding the
rightsof every individual without exception.
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